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ABSTRAK
Sarana dan prasarana merupakan bagian integral dari sistem pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar yang menjadi fondasi utama pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di beberapa SD di Kecamatan Padang Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam pada tiga SD, yaitu SDN 26 Air Tawar Timur, SDN 28 ATT, dan SD Angkasa 1 Lanud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling), dengan pelibatan seluruh unsur manajemen sekolah. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, hingga belum optimalnya perencanaan berbasis data. Solusi yang diterapkan antara lain optimalisasi dana BOS, kerja sama dengan komite sekolah, dan pelatihan tenaga administrasi. Kajian ini merekomendasikan pentingnya sistem pemeliharaan terstruktur dan digitalisasi pengelolaan aset.
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1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Salah satu aspek penting yang mendukung proses pendidikan adalah ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dalam konteks Sekolah Dasar (SD), keberadaan sarana dan prasarana yang baik akan sangat menentukan kelancaran dan efektivitas proses belajar mengajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, sarana pendidikan adalah semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar penunjang proses pembelajaran, seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini harus dikelola secara sistematis agar mampu menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.
Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan yang berfungsi untuk merencanakan, mengadakan, menggunakan, memelihara, dan menghapus sarana dan prasarana secara efisien dan efektif. Menurut Mulyasa (2004:158), manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu proses pengelolaan yang mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan pendidikan agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dasar, termasuk pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Kecamatan Padang Utara sebagai salah satu wilayah di Kota Padang memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar yang berkualitas, salah satunya melalui sistem pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar yang baik. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem pengelolaan sarana dan prasarana di wilayah ini penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana kebijakan dan implementasi pengelolaan tersebut telah berjalan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.
Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah dasar. Ketersediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sarana dan prasarana menjadi aspek krusial dalam manajemen pendidikan. Di Kecamatan Padang Utara, terdapat sejumlah sekolah dasar yang memiliki kondisi dan kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana yang bervariasi. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor kebijakan internal sekolah, sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga dukungan dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penting untuk menelusuri bagaimana sistem pengelolaan sarana dan prasarana diterapkan di setiap sekolah dasar di wilayah tersebut, termasuk prosedur perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar di Kecamatan Padang Utara. Dengan demikian, hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah tersebut.

Jenis Artikel
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur

2. KAJIAN TEORI
a. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988: 700). Menurut E. Mulyasa, Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran (Mulyana, 2004: 49). Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajarmengajar. Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 1993: 81).Sedangkan pengertian prasarana secara etimologis (arti kata) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya. Sedang sarana seperti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya (Mulyana, 2004: 40).
Menurut Ibrahim Bafadal bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (Bafadal, 2003: 3). Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidakbergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efesien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

b. Pemberdayagunaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tujuan pendayagunaan sarana prasarana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendayagunaan sarana prasarana adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan proses pembelajaran. Sedangkan tujuan khusus dari pendayagunaan sarana prasarana diantaranya adalah :
a) Untuk menunjang kegiatan kelas
b) Untuk mendorong dalam penggunaan dan penerapan cara-cara baru yang sesuai untuk mencapai tujuan program akademis 
c) Untuk membantu memberikan perencanaan, produksi, operasional dan tindakan lanjutan untuk pengembangan sistem instruksional (Mudhoffir, 1986:12)

Tujuan pendayagunaan sarana prasarana adalah untuk memperluas bahan pelajaran, melengkapi pelbagai kekurangan bahan dan sebagai kerangka mengajar yang sistematis (Sudjana, Rivai, 2003: 77). Perlu disadari pula bahwa pendayagunaan sarana prasarana pendidikan tersebut secara spesifik dimaksudkan :
a) Untuk meletakan konsep dasar berfikir yang kongkrit dari sesuatu yang bersifat abstrak sehingga pembelajaran dapat dicerna dengan mudah karena anak dihadapakan pada pengalaman secara langsung 
b) Untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh anak didik, baik itu berupa bakat, minat Kecerdasan Dan Lain-lain.

c. Prinsip-prinsip Pemberdayagunaan sarana dan prasarana Pendidikan
Sarana prasarana digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu diperhatikan prinsip-prinsip pendayagunaannya antara lain :
a) Pendayagunaan sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan.
b) Sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran.
c) Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana prasarana yang digunakan.
d) Guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pendayagunaan suatu sarana prasarana 
e) Pendayagunaan sarana prasarana harus diorganisasi secara sistematis. 
f) Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu sarana prasarana maka guru dapat menggunakan sarana prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut digunakan agar dapat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran serta dapat merangsang siswa dalam belajar (Usman dan Asnawi, 2002: 19)

3. METODE, DATA, ANALISIS
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur. Penulis tidak hanya mengandalkan sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan pengamatan langsung di lapangan, yaitu di tiga sekolah dasar yang berada di Kecamatan Padang Utara: SDN 26 Air Tawar Timur, SDN 28 Air Tawar Timur, dan SD Angkasa 1 Lanud. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan utama, antara lain kepala sekolah, guru, dan pegawai tata usaha. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi akurat mengenai proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Hasil dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dan dibandingkan dengan ketentuan kebijakan dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 serta teori manajemen pendidikan menurut Mulyasa (2004). Langkah-langkah penelitian ini dilakukan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran riil tentang implementasi pengelolaan sarana dan prasarana berbasis pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) di sekolah dasar pada wilayah yang diteliti.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Kecamatan Padang Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Kota Padang, Sumatera Barat, yang memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk pemukiman, pendidikan, perkantoran, dan akses menuju destinasi wisata seperti Pantai Padang. Implementasi pengelolaan sarana dan prasarana di kecamatan ini meliputi beberapa aspek utama, terutama di bidang pengelolaan sampah dan pemenuhan kebutuhan fasilitas publik. Analisis pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Padang Utara juga menjadi perhatian, terutama untuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Ketersediaan dan distribusi fasilitas pendidikan dievaluasbi untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh kecamatan. Implementasi sarana dan prasarana sekolah dasar merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar secara optimal. Implementasi hasil wawancara yang sudah penulis lakukan di beberapa sekolah mengenai pengelolaan saran dan prasarana sekolah sebagai berikut:
Bagaimana proses perencanaan sarana dan prasarana di sekolah ? Jawaban : proses perencanaan dan pengadaan sarana prasarana berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di beberapa sekolah yaitu SD N 26 Air Tawar Timur, SD N 28 ATT dan SD ANKASA 1 LANUD dengan mengadakan rapat untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan disekolah tersebut kecuali kebutuhan umum itu ditentukan oleh Kepala Sekolah. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah ? Jawaban : yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum, Tim BOS, Bendahara BOS, Komite sekolah dan pegawai tata usaha . Kapan proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan? Jawaban : Sesuai dengan kondisi dan skala prioritas sarana prasarana apa yang dibutuhkan saat itu. Bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah? Jawaban : Berdasarkan hasil observasi dari SDN 26 Air Tawar Timur dan SDN 28 Air Tawar Timur bahwa cara pemeliharaannya dilakukan secara continue, yaitu pembersihan rutin, perbaikan dan kalau bisa diperbaiki itu di perbaiki jika tidak itu dibeli lagi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah? Jawaban : proses pemeliharaan sarana prasarana di tanggung jawab seluruh warga sekolah, termasuk guru, pegawai sekolah dan siswa. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan saat pembelajaran? Jawaban : berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan kepala sekolah ada beberapa macam sarana dan prasarana yang digunakan, yaitu laptop, infocus, speaker dan lain lain sesuai dengan kebutuhan pada saat proses pembelajaran. Apakah ada waktu atau jadwal tertentu pada saat penggunaan sarana dan prasarana sekolah? Jawaban : tidak ada penggunaannya sesuai kebutuhan, jika sarana prasarana tersedia boleh digunakan dan untuk peminjamannya dibatasi selama 3 hari . Bagaimana cara sekolah memastikan bahwa sarana dan prasarana sudah digunakan dengan efektif dan efisien? Jawaban : sudah efektif karena sarana prasarana sangat membantu proses pembelajaran disekolah. Siapa yang mengelola inventarisasi sarana dan prasarana sekolah? Jawaban : yang mengelola inventarisasi itu tim aset dan pegawai tata usaha. Bagaimana cara sekolah untuk meningkatkan atau memperbarui sarana dan prasarana? Jawaban : untuk meningkatkan dan memperbarui sarana prasarana itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta anggaran sekolah. Apa saja kendala atau masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana? Jawaban : kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana yaitu anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah. Bagaimana cara sekolah mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban : yaitu mengadakan rapat dengan komite sekolah dan wali murid terkait anggaran yang tidak mencukupi, dan solusi lainnya yaitu dengan membeli sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang ada . Apakah sekolah memiliki kebijakan tertulis terkait dengan pengguna dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah? Dan apa sanksi yang diberikan sekolah untuk guru/siswa yang merusak sarana dan prasarana sekolah? Jawaban : sesuai aturan dengan membuat surat peminjaman, dan mengembalikannya 3 hari setelah peminjaman, sanksi yang diberikan jika merusak sarana prasarana yaitu membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi, jika terjadi lagi maka sarana prasarana tersebut akan diganti oleh yang merusak
Mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam menjamin efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar. Sistem dan mekanisme pengelolaan yang baik akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, sehingga mendorong pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Dalam konteks pendidikan dasar di Kecamatan Padang Utara, mekanisme ini mencakup berbagai tahap yang sistematis dan berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset pendidikan. Menurut Mulyasa (2004:158), mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan mencakup lima kegiatan pokok, yaitu:
1. Perencanaan kebutuhan mencakup analisis kondisi aktual sarana dan prasarana, serta estimasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.
2. Pengadaan proses pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana melalui pembelian, hibah, atau bantuan pemerintah. 
3. Distribusi dan penggunaan memastikan bahwa sarana yang tersedia digunakan sesuai fungsinya dan tersebar merata. 
4. Pemeliharaan tindakan preventif dan korektif untuk menjaga agar sarana dan prasarana tetap berfungsi secara optimal. 
5. Penghapusan pelepasan barang-barang yang sudah tidak layak atau rusak berdasarkan regulasi yang berlaku.

Di Kecamatan Padang Utara, implementasi mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana menunjukkan variasi antar sekolah, yang dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, kebijakan internal, serta kapasitas sumber daya manusia. Sekolah yang memiliki tata kelola yang baik umumnya melibatkan seluruh unsur manajemen sekolah, seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan tenaga administrasi, dalam setiap tahapan mekanisme pengelolaan tersebut.Pelaksanaan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana diatur berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI. 
Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa
1. Sarana meliputi peralatan pembelajaran seperti buku teks, alat peraga, dan media pendidikan. 
2. Prasarana meliputi bangunan fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. 
3. Bahan habis pakai dan perlengkapan lain seperti alat tulis kantor, peralatan laboratorium, dan mesin pendukung juga masuk dalam kategori yang harus dikelola.

Setiap sekolah dasar diwajibkan memiliki sarana dan prasarana minimal untuk melayani 6 sampai 24 rombongan belajar, dengan rasio yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan dalam pengalokasian anggaran dan pengawasan terhadap mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.


Diagram Alur Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

	Tahapan pengelolaaan  
	Diagram  Alur  
	Pelaksana  
	Waktu 
Pelaksanaan  

	  
  
  
Planning  
  
  
  
  
  
  
Organizing  
  
  
Actuating  
  
  
  
  
  
  
  
  
Controlling  
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	Kepala  
Sekolah,Bendahara  
Sekolah, Wali Murid,  
Komite, Operator,  
Pegawai Sekolah  
  
  
  
  
Kepala sekolah   
  
  
Seluruh Tim  
Pengadaan   
  
  
  
  
  
  
  
Kepala Sekola dan  
Dinas Pendidikan  
	Setiap Tahun  
Ajaran Sekolah  
  
  
  
  
  
  
  
  
Awal Tahun  
Ajaran Sekolah  
  
Tidak Tetap  
  
  
  
  
  
  
  
  
Setiap Semester dan Harian  




Pembahasan
Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan. Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, sarana pendidikan adalah semua perlengkapan dan peralatan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran seperti buku, alat peraga, dan media pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan mencakup fasilitas dasar penunjang pembelajaran seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang merupakan fondasi awal pendidikan formal. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Menurut Mulyasa (2004), manajemen sarana dan prasarana pendidikan mencakup proses yang terdiri dari: Perencanaan kebutuhan, Pengadaan, Distribusi dan penggunaan, Pemeliharaan, Penghapusan.
Dasar Hukum Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya standar sarana dan prasarana dalam setiap satuan pendidikan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dasar. Permendiknas No. 24 Tahun 2007, yang menetapkan standar minimal sarana dan prasarana untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tantangan dan Solusi Pengelolaan Sarana dan Prasarana antara lain:
a) Keterbatasan anggaran
b) Kurangnya tenaga profesional 
c) Perencanaan yang belum berbasis data 
d) Minimnya pemeliharaan terstruktur 
e) Ketimpangan antar sekolah

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam artikel ini mengacu pada prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling):
1. Planning ( Perencanaan), Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses manajemen yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan kegiatan. Menurut Terry (2006), perencanaan adalah pemilihan fakta dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai masa depan yang dipakai untuk merumuskan kegiatan sekarang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Di SD 28 Kecamatan Padang Utara, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara partisipatif, yaitu melalui rapat tahunan yang melibatkan kepala sekolah, wali kelas, bendahara BOS, serta komite sekolah. Begitu juga dengan SD 26 Padang Utara. Dalam rapat ini, sekolah membahas kebutuhan apa saja yang mendesak untuk dibeli atau diperbaiki. Sumber utama dana berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disesuaikan dengan jumlah siswa dan prioritas kebutuhan masing-masing sekolah. Kebutuhan yang biasa direncanakan antara lain pembelian ATK, buku pelajaran, biaya WiFi, listrik, dan air. Proses perencanaan ini berlangsung pada awal tahun ajaran atau saat pencairan dana BOS, dan dilakukan secara terbuka serta mempertimbangkan kondisi aktual yang ada di sekolah. 

2. Organizing (Pengorganisasian), Pengorganisasian adalah proses pengaturan sumber daya dan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Koontz dan O’Donnell (1991) menyatakan bahwa organizing merupakan proses penetapan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan penetapan hubungan kerja. Di kedua sekolah, SD 28 dan SD 26, proses pengorganisasian terlihat dari pembentukan tim pengelola dana BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, operator, serta perwakilan komite sekolah. Masingmasing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Dana BOS sendiri tidak dipegang langsung oleh bendahara, melainkan dikelola melalui rekening giro bank sekolah. Setelah pembelian dilakukan, barang-barang yang dibeli akan dimasukkan ke dalam aset sekolah dan dikelola oleh bagian aset. Proses ini menunjukkan bahwa pengorganisasian di kedua sekolah telah berjalan cukup baik, dengan adanya struktur kerja yang terkoordinasi untuk mendukung pengelolaan sarana dan prasarana. 

3. Actuating (Pelaksanaan), Tahap pelaksanaan atau penggerakan merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun dijalankan secara nyata. Terry (2006) menyebutkan bahwa actuating adalah usaha mengarahkan anggota kelompok agar mau dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan organisasi. Di SD 28 dan juga SD 26, pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan oleh tim yang telah dibentuk. Pembelian barang dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, di mana kepala sekolah turut aktif membandingkan harga antar toko agar dapat memperoleh harga terbaik dan sesuai anggaran. Setelah barang dibeli, langsung dicatat sebagai aset sekolah dan diserahkan kepada bagian yang bertanggung jawab. Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkelanjutan agar fasilitas yang ada tetap dalam kondisi baik. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya komitmen dan koordinasi yang kuat antar tim, serta kepemimpinan kepala sekolah yang responsif terhadap keterbatasan dana.


4. Controlling (Pengawasan), Controlling adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Fayol (1949), pengawasan bertujuan untuk memeriksa apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar, instruksi, dan prinsip yang telah ditentukan, serta mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi. Di SD 28 serta SD 26, pengawasan dilakukan melalui inventarisasi barang yang telah dibeli dan pencatatan aset secara berkala. Barang-barang yang masuk ke sekolah langsung dimasukkan dalam daftar inventaris dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, kepala sekolah juga memastikan bahwa pengadaan barang tidak melebihi anggaran dengan mencari harga yang sesuai. Pemeliharaan barang juga menjadi bagian dari kegiatan pengawasan agar fasilitas tetap terjaga dan tidak cepat rusak. Pengawasan ini menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sistem kontrol internal yang cukup efektif.

Solusi yang disarankan meliputi: Optimalisasi penggunaan dana BOS, Pelatihan untuk tenaga administrasi, Digitalisasi pengelolaan aset, Penguatan peran serta masyarakat dan komite sekolah, Evaluasi berkala dan sistem audit

5. KESIMPULAN
Pengelolaan sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Kecamatan Padang Utara merupakan aspek penting dalam mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Studi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan berbasis POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) telah diterapkan secara cukup sistematis di beberapa sekolah, meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, pengorganisasian menunjukkan adanya struktur yang jelas, pelaksanaan berlangsung efisien meski dengan keterbatasan dana, dan pengawasan dilakukan secara berkala melalui sistem inventarisasi. Namun, pengelolaan ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang belum berbasis data secara menyeluruh, lemahnya pemeliharaan, serta ketimpangan fasilitas antar sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya strategis seperti optimalisasi penggunaan dana BOS, pelatihan bagi tenaga administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemerataan bantuan. Dengan perbaikan berkelanjutan dan kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, sistem pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dasar dapat ditingkatkan sehingga menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara lebih optimal.
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